LEMBARAN DAERAFH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAg
SERI B TAHUN 1989 NOMOR 1.

e —————— , o,
S —

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG

BEA IZIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN

{enimbang

Mengingat

DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANE@ MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

! a. bahwa Peraturan Daerah Kabupatern Banyumas tentang pe-
makaian Tanah yang dikuseai atau menjedi Milik Kabupa
ten Banyumas tanggal 23 September 1952, d:lund.angka‘m °
delem Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tongah tanggal 25
Maret 1953 ( Tembshan Seri C Nomor 3 ) yang telah di
ubeh den ditambsh nntuk kedua kali dengen Peraturan -
Daerah Kabupaten Banyumaa tanggal 15 Nopember 1968 ,
diundangkan pada tanggal 27 Mei 1970 den dimmat dalsz
Lembaran Dz~reh Jawa Tengah Ssri C Tahun 1970 Nomor =
126, dipandang cudah tidsk sesual lagl dengan perked-
bangan saat ind, sehingga perlu disesusikan

b. bahwa untuk penyesuaian dimakeud dipandang perlu B¢ =

ngaturnya kembali dengan suatu Peraturan Daersh yal
lebih memadai.

1. Undang-_undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok=pokok
Pemerintahan di Daerah 3 ‘
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Fembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Linékungan Propinsi Ja-
wa Tengah ; .
Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 fentang Péra -
turan Umum Retribusi Daerah ; |

Undang=-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Da
sar Pokok-pokok Agraria ; |

Peraturan Daerah Kabupaten Dsersh Tingkat II Banyuras
Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan
Kewenaggan dan Pemberheniian Pegawai Negeri Sipil se- '

bagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-

kat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumase ' :

Menetapkan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 3

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYU=-
MAS TENTANG BEA IZIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal i

L4

a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Banyumas 3}

b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ba -

nyumas ;
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c. Dinas Pendapatan Daerah {alah Dinas Pendapatan Daerah Kabupatep Da

erah Tingkat II Banyumas j
d. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerash .

Tingkat II Banyumas j . .
e. Inspoktorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah .

Tingkat II Banyumas j

f. Tanah Pemerintah Daerah ialah tanah yang dikuas&i atau menjadi hak

Pemerintah Daerah §
Pemakaian tanah Pemerintah Daerah ialah setiap perbuatan

kai atau menggunakan tanah Pemerintah Daerah untuk sesuatu tujuan

Be L“-ém

tertentu $ |
Izin ialeh persetujuan tertulis yang diberlkan kepada seseorang e

atau Baden Hukum untuk pemakaian atau penggunaan tenah Pemerintsh

le

Daerah }
ie Kas ”aerah ialah Kas: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-

7 &

mas .
B AB II

PERIZINAN
Pasal - 2
Setiap pomeiaian atau penggunaan Tanah Pemerintah Daerah harus menda-
pat izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Dacrah. |
' Pasal 3

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimakeud dalam Pasal 2 Peratur
an Daerah.ini, yang berkepentingan harus mengajﬁkan permohonsan 8¢
cara tertulis kepada Bupati Kepala Daersh dangan dilampiri syarat-

|

‘\k
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syarat adm?nlstrasi dan syarat syarat"tognis yang telah di tentukar.

(2) . Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat
ditolak berdasarkan alasan-alnsan4untuk kepentingan umum dan atau
tidak memenuhi ketentuan-ketentuen yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini atau Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku 3

(3) Izin diberikan untuk jangka waktu tertentu paling lama 5 (tiga) ta
hun, dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tehun sekall 3

(4). Izin hanya berlaku untuk atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah
tangankan kepada orang atau Badan hukum lain, kecuali dengan per =

setujuan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 4

mana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dapat

Izin sebagai
memenuhi

~dicabut atau dibatalkan oleh Bupati Kepala Daerah, apabila tidak
syarat-syarat perizinan dan atag bertentangan dengan Peraturaniﬂaerah ini

Pasal 5

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan
Daersh ini, pemohon dikenakan bea izin menurut tarip sebagaimana dimak=-
sud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yangmerupakan bagian tidak ter-

pisahkan.
Pasal 6

Selama berlakunya izin sebagaimana di aksud dalam Pasal 3 ayat (3) Per-

aturan Daerah ini, pemegang izin dipungut retribusi pemakaian tanah Pe -

merintah Daerah menurut tarip yang ditetapkan dalam Lampiran yang meru-

pakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

S

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

-5=

Pasal 7

Bea Izin dan Retribusi pemakaien tanah pemerintah Daerah sebagainy,
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, harus g4y,
yar dimuka pada Kas Daerah selalui Dinas Pendapatan Daerah,

Pasal 8
Izin tidak berlaku lagl apabila :

a. atas permohonan pemegang izin sendiri ;
be sudah habis masa berlakunya j.
Ce dicabut karena alasanealasan untuk keperntingan umum dun alasan .
lein yang dapat dipertanggungjawabkan ;
de dicabut karena tidak menetapi syarat-sparat sebagainana yang dil-
tetapkan dalam surat izin. ‘

Paaél 9

(1) Sejak saat izin dinyatekan tidek berleku laji, pemegang izin ber-
kewajiban mengembaliken tanah Pemerintah Daerah sesual dengan Ke=
tentuan yang berlaku ; : _

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
tidak dipenuhi, maka Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan pe-
nyeleeaian peker jaan-pekerjaan yang diperlukan atas beban blaya
Yang bersangkutan,

BAB III
PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN BEA IZIN
DAN RETRIRUSI

Pasal 10

# Bupati Kepala Daerah berdasark
\ arkan alasan-alasan untuk kepentingan umun

A
‘.l 1y
h L
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BAB 1Iv
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pagal 11

Fengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaéken-kepada
| Incpekﬁér&t Wilay-h Kabupaten, Dinas -Pendagatan Darah, Dinas Pe-
.kefjaan Unun, Bagién Pomerintahan‘Sekretnriat Wilzyah/Dzerah dan -
Instansi yang terkait.
Pasal 12

Selain cleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidena =
sebagainana dimakeud dalam Pasal 14 Peraturen Daerah ini dilakukan
Juga oleh Pejabat Pegawai pegeri Sipil) di Lingkungan Pemerintah Pa
erah yang pengangkatannya ditetapkan emsuai dehgan Peraturan per =
undang-undangan yang berlaku. :

Pasal 13

(1) Dalam melakukan tugas penyidiken, para pejabat sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, berwenang i

4. menerima laporan étau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidsna j

be melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadien -

dan melakukan pemeriksaan } -

Ce menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pe-

ngenal diri tersanéka 3
de melakukan penyitaan benda dan atau surat i

€o mengambil didik jari dan memoteet seseorang ;
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f. memanggil orang untuk - didengar dan diperiksa cebagai tg, R

sangka atau saksi j :
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungangy,
dengan pémeriksaan perk_ara §
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat Potuy
juk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup buktl atay .

peristiwa tersebut bukan merupakan tindek pidana dan se .

lanjutnya aelalui penyidik memberitahukan hal tersebut ke °

pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya j
i, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper «
tanggungjawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindaken
tentang : ' ‘
ae pemeriksaan tersangka 3
"B pemasukan rumah j
c. penyitaan benda j

d. pemeriksaan surat
ee. pemeriksaan saksi
f. pemeriksaan di tempat kejadian.

yang diteruskan kepada Kejaksaan Nege_ri dengan tembusannya kepada
Polisi Republik Indonesia.

BAB .V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14
Pelang aran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana ku -
rungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya <
Rpe 50,000,00 (Lima puluh ribu rupiah ) |

\
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"BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
sesua igin pemekaien atau penggunsan tanah yang dikuasai atau menja-
4 hak pemerintah Daersh yang masih berlaku dan tidsk bertentsngan -
gengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tétay berlakm dan sejek saat
{ta pula dienggap telah memenuhi ketentusn-ketentuan dan eyerat-sya-
rat dakam Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Eal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang ber- |
sifat pelaksanaan sken diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17 p
(1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah :I.ni,k Maké Peraturan Daerah Ka =

bupaten Banyumas tentang Pemakaian Tanah yang dikuasai atau menja
4 milik Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952, diundang-
ken dalem Lembaran Propinsi Jawa Tengah tenggal 25 Haret 1953 -
(Tambahan Seri C Nomor 3 ) yang telah diubah dan ditambah untuk
kedua kali dengan Peraturan Daersh Kabupaten anyumae tanggal 15
Nopember 1968, diunlangkan pada tanggal 27 Mei 1970 dan dimuat
jzlam Lembaran Jaerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1970 Nomor 126

linyatakan tilak berlaku lagi.
(2) Peraturan Paerah ini mulai berlaku pada tanggal 1iunlangkan.
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Agur supuya setiap orang mengetahuinya memerintalikan pengun
dan.;an Peratursn -merah ini .Jdengan penempataunya dalam me“

§

an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II ‘Banyumas .

‘Purwokerto, 28 Pebruari 1989

DEWAN PERWAKILLAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH RINGKAT j
WERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS - |
KETUA,
ttd, o ttd,
Dras He MOCH, ISKAK : DJOKO SUDANTOKO,

Peraturan Daerah inl teXah disyahkan eleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188,3/252/1989
tanggal 1 September 1989, ‘ : d
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERA:.l TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang T,

tta,
DrS. SOKENA RTYEDJO,

Jiundangkan pada tanggal 13 Oktober 1989 dan dimuat dalam Lembaran
Jserah Kabupaten Jaerah Tingkat II Banyuma= Seri B Nomor 1 Tehun -
1989

Ane,  BUPATI KEPATA OAERAH TIJGKAT TT BA:YUMAS
Sekretaris Wilayah/ Jaerah,

ttd,

_‘_)_I:So Ho JOX;‘,I].A L)I
NIP, 010 036 £04
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